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AVELIA INTAN SURYANI PUTRI, E0006089. KESENGAJAAN 
MEMBIARKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT KARET 
TANPA PENGAWASAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 
KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN 
BANGKA SELATAN SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI 
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesengajaan tidak 
mengawasi pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat disebut sebagai tindak pidana 
korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim didalam 
menjatuhkan putusan atas tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang mencakup bahan 
hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu teknik 
analisis data dengan metode silogisme dan intepretasi berdasarkan kata dalam 
Undang-Undang dengan menggunakan pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesengajaan membiarkan dan 
tidak melakukan pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan 
kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana korupsi. Penjabaran tentang tugas dan kewenangan Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
mana dikaitkan dengan rumusan tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pertimbangan hukum 
hakim di dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 
K/Pid.Sus/2012 bahwa kesengajaan membiarkan pembuatan kebun bibit karet 
tanpa pengawasan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merupakan tindak 
pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.





AVELIA INTAN SURYANI PUTRI, E0006089. IMPLEMENTATION OF 
DELIBERATE ACTION TO LET THE CREATION OF NURSERIES 
RUBBER WITHOUT SUPERVISION BY IMPLEMENTING TECHNICAL 
OFFICER DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
ACTIVITIES SOUTH BANGKA DISTRICT AS AN ELEMENT OF THE 
CRIME OF CORRUPTION (The Study of the Supreme Court Verdict Number 
1183 K/Pid. Sus/2012). Legal Writing (Thesis). Faculty Of Law Sebelas Maret 
University. 2013.
This research aims to find out if deliberate action does not oversee the 
work that should be the responsibility and the duty of Implementing the technical 
Activities Officer (PPTK) can be termed as a criminal act corruption and to know 
how to judge the law consideration in dropping the verdict over the criminal acts 
of corruption in the ruling of the Supreme Court Number 1183 K/Pid. Sus/2012.
This research is a normative legal research is descriptive. Types of 
data used are secondary data which includes primary legal materials, legal 
materials and secondary. Data collection techniques used is the study of 
librarianship. The data analysis used the techniques of data analysis methods and 
interpretation based on the word syllogisms in legislation by using deductive 
thinking patterns.
The results showed that expressly allowed and not doing oversight that 
should have the responsibility and the duty of Implementing the technical 
Activities Officer (PPTK) can be categorized as criminal acts of corruption. The 
elaboration of the duties and authorities of the Executive Officials of the technical 
activities (PPTK) in the regulation of the Minister of Internal Affairs Number 13 
year 2006: about the Regional Financial Management Guidelines which is 
associated with the formulation of the criminal offence of corruption in 
accordance with article 3 of Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 8 of 2001 on the 
amendment of Act No. 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of 
corruption. While the judge's legal reasoning in Supreme Court ruling dropped 
Number 1183 K/Pid. Sus/2012 that expressly allow the creation of nurseries 
rubber without oversight by Implementing Technical activities of Officials is a 
criminal offence in accordance with article 3 the corruption Act No. 31 of 1999 
jo. Act No. 8 of 2001 on the amendment of Act No. 31 of 1999 regarding the 
eradication of criminal acts of corruption.
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dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu
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